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PEMERINTAH I(ABUPATEN KEDIRI

PERATURAIT DAERAH I{ABI'PATEIT KEDIRI
I{OMOR 11 TAHUIIT 2012

TEI{TANG
PENGEIYDALIAN PEITEBANGAIT POHON DI LUAR KAWASAI{ HUTAN

I'AJ,.II}I I(ABUPATEI{ KIDIRI

DENGAI{ RAHMAT TT'IIAN YANG MAIIA ESA
BT'PATI KEDIRI,

a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya alam, hutan, tanah dan air dari kerusakan
yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam maka perlu
memberikan perlindungan dan penertiban terhadap pohon
lindung tepi jalan dan kayu desa atau hasil hutan rakyatl
hasil perkebunan serta hasil lainnya diluar kawasan hutan
dalam Kabupaten Kediri;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2000
tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha
Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri
perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar
Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri;

1.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (tembaran Daerah
Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
273O11'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

5. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan trmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagatmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I4O,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s0s9);

9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5%\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan l*rnbarart Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 40, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5056);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26 /Menhut-Il/2005
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2OL2
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan
Hak;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2074
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor l94/Kpts-II/ 1986
tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;

L7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengeloiaan Hutan di Propinsi
Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor t2
Tahun 2AAT tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di
Provinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2AAO

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri (tembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 10lD Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keqa Dinas Kehutanan dan
Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 48);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OlL
tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
20tl Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 106);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2Ol7
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN
POHON DAN TATA USAHA HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI
LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

6. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan

hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh

dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat dan areal

tanam lain di luar kawasan hutan.

7. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan ralqyat adalah produk hasil pengolahan

kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunalan alat gergaji

mekanis dan/ atau non mekanis.

8. Kehutanan adalah sistem pengumsan yang bersangkut paut dengan hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang

telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan

dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna

Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

1 1 . Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang

meliputi pem€rnenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis,

pengangkutan / peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.

12. Penebangan pohon adalah kegiatan merobohkan pohon dengan cara

memotong pada pangkal batang untuk dipungut kayunya.
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13. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan

yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti
legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat)

sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua

jenis kayu.

14. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis

kayu hutan hak untuk keperiuan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh

pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK), Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT), Industri
Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).

15. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen

angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan,

kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan
hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

16. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat

pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu

atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau ditetapkan oleh

Kepala Dinas Provinsi bagi Dinas Kabupaten/Kota yang tidak ada instansi
yang menzrngani bidang kehutanan.

17. Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/

Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan

jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati

untuk menerbitkan SI(AU.

18. Penerbit SKAU secara self assessment adalah pemilik kayu pada hutan hak
yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang

disetarakan.

19. Penyuluh Kehutanan adalah individu-indMdu yalg berasal dari pejabat

pemerintah, swasta dan anggota masyarakat serta pensiunan penyuluh

kehutanan yang aktif berperan melakukan penyuluhan kehutanan sesuai

dengan bidang tugasnya.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2
(1) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak/tanah milik

masyarakat tidak perlu izin penebangan/ pemungutan.



(21 Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada tempat-tempat tertentu di
luar kawasan hutan dalam Kabupaten Kediri wqjib mendapat izin Kepala

Daerah.

(3) Kepala Daerah dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ad,alah:

a. Jalan Kabupaten;

b. Jalan Provinsi;

c. Jalan umum perkotaan;

d. Kawasan Sumber air;

e. Tanah dengan kemiringan 40 dera-jat atau lebih; dan

f. Tanah negara lainnya yang merrrpakan aset Pemerintah.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan

Rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI TANAMAN

Pasal 3
(1) Biaya yang timbul akibat penebangan pohon yang tumbuh pada jalan umum,

seluruhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

(21 Selain biaya penebangan, pemohon diwajibkan memberikan bibit pengganti

sebanyak 10 batang bibit pohon sejenis untuk setiap pohon yang ditebang

atau memberikan biaya pembelian bibit yang setara dengan 10 batang bibit
pohon pengganti.

(3) Hasil penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) menjadi aset

Pemerintah Daerah.

(4) Pengelolaan bibit pengganti dan /atau biaya pembelian bibit pohon lindung
dan pengendalian penebangannya menjadi tanggung jawab pejabat yang

berwenang.

Pasal 4

(1) Setiap pemungutan atau penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 ayat (21, wajib ditanami kembali pada lokasi yang sama dan/ atau
pada lokasi lain di sekitarnya dengan bibit pohon yang sesuai.

(21 Pelaksanaan penanam.rn dan pemeliharan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) menjadi tanggung jawab istansi yang berwenang dan dilaporkan

kepada Kepala Daerah.

6
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(3) Semua biaya yang timbul akibat penanaman dan pemeliharaan pohon

lindung pada lokasi sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada

APBD Kabupaten Kediri.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5
(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan penebangan pohon

dalam radius atau ja-rak sampai dengan :

a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah

rawa;

c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

d. 50 (lima puluh) meter kiri kanan tepi anak sungai;

e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila

lokasi tanah tersebut telah dilengkapi hak atas tanah milik masyarakat.

BAB V
TATA USAHA HASIL HUTAN HAK

Pasal 6
(1) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat

pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi surat keterangan

asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak yang merupakan dokumen

angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia.

(2) Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. Nota Angkutan;

b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau

c. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).

(3) Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa :

a. Sertifikat Hak Milik, atau l,eter C, atau Girik;

b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau

c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah

atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan

diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
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Pasal 7

(1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,

digunakan untuk :

a. Pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol,

Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan,

Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan

Petai; atau

b. Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis

kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.

(2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf b, digunakan dalam peredaran kayrr hutan hak semua jenis

kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tduan kecuali

IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TtrI.

(3) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, digunakan

untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota

Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Pasal 8

(1) Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan

tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran

batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan

seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati,

dan sebagainya) pada bontos kayu oleh pemilik kayu.

(2) Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan,

maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan

gergaji mekanis dan/atau non mekanis.

(3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap

menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan

Sendiri atau SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Pengangkutan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll huruf b,

menggunakan Nota Angkutan dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

Pasal 9

(1) Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau

pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak.

(2) Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup

melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan

setempat, dengan menunjukan bukti identitas diri.
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Pasal 1O

(1) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang

bersangkutan.

(2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai

pengangku tan kayu.

Pasal 11

(1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan

ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut.

(2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah, dengan persyaratan Kepala

Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat

Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis

kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten

/Balai.
(3) Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {21, dapat menggunakan

penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat.

(4) Daiam hal penerbit SKAU dari Desa/ Kelurahan terdekat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan

berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Ttrgas

Kepala Dinas.

(5) Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertilikat Pengelolaan Hutan Lestari

(PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti

pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan

penerbitan SKAU secara self assessment, dan yang bersangkutan cukup
melaporkan kepada Kepala Dinas sebagai penerbit.

(6) Penerbit SKAU secara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada

Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan setempat.

Pasal 12

Penerbit Nota Angkutan atau penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau
penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil

hutan hak.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil
hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaal hasil hutan hak, Dinas

berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian

peredaran di wilayah.

(3) Penyuluh Kehutanan dapat melakukan pendampingan masyarakat dalam
penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

BAB VII

PEI{YIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertarna pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan format Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan

Sendiri dan SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau

Keluarganya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (l) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka

terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau
asal usul hasil hutan hak.

(2) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang asal usul hasil
hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif
berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas
berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tu;uan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut

hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak

dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan
Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang
atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi
administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari
Kepala Dinas berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota

Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat
tujuan.

(5) Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar
wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan
Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas.
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BAB IX
KE"TENTUAN PIDANA

Pasal 17
Penggunaan doktrmen Nota Anghrtan atau Nota enghltan Pengunaan Sendiri

atau SKAU yang terbulrti digunakan sebagai dokunen anglutan kayu yang

berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

ketenhran Peraturan Ferundang-undangan.

h,sal 18

(1) Barang siapa yang dengan eengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulsn atau denda pating banyak
Rp" 5O.OOO.OOO,- (lima puluh juta rupiahl.

(21 Tindak Pidana sebagaimana dinuksud pada ayat (1) addah petangaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 19
Pada saat kraturan Daerah ini mul,ai berlalnr, maka Perahrran Daerah l(abupaten
Kediri Nomor 5 Tahun 2OOO tentang Fengendalian Penebangan Fohon dan Tata

Usaha Hasil Hutan diluar l(awaean Hutan dalsln Ikbupaten Kediri (Irmbaran
Daerah lhbupatet Kediri Tahun 2OOO Nomor 1/C Seri C), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 20

Ferahrran Daerah ini mul,ai berlalm pada tanggal diundangkan.

lgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Feraturan Daeratr ini dengan pcnempatannya dalam kmbaran Daerah l(abupaten
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal lto Jl - 2otz

I(EDIRI,

sU?RI8rO
Diundangkan di Kediri

ls - I -2015
DAERAII KABIIPATT,I| I(EI}IRI,

SEIGE
DAE

ri.[tLAT

DAE;RAII KABIIPATET rgIrIRI TAIIITII 2OrS IOUOR ll



PEITTIELASAN
ATAS

PERATURAN DA.ERAII KABI'PATEN KEDIRI
NOMOR 1I TAHUN2O12

TENTANG
PENGENDALIAI{ PEITEBANGAIT POHON DI LUAR KAWASAI{ HUTAN

DALI\DI I(ABUPATEIT KEDIRI

I. UMUM

Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam,

hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan penebangan pohon

secara liar, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian

Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri.

Pengendalian penebangan pohon dan atau tegakan di luar kawasan hutan

negara ditujukan untuk mengatur dan menertibkan serta menjaga

kelestariannya sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal dalam

mendukung ekosistem baik dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan

kultural.

Disamping itu Peraturan Daerah ini ditujukan untuk ;

1. Mengendalikan penebangan pohon pada hutan hak, perkebunan dan

tanah rakyat diluar kawasan hutan sehingga dapat memenuhi azas

manfaat dan lestari;

2. Melindungi hak-hak ra$at atas hasil hutan kayunya;

3. Mengamankan kepentingan Negara atas kelestarian sumber daya alam,

hutan, tanah dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4. Mencegah kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup;

5. Mempertahankan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya

pemanasan global.

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah seluruh lapisan masyarakat dan

badan hukum, baik pemerintah, swasta maupun koperasi yang memiliki

dan/ atau menguasai tanah/lahan di luar kawasan hutan negara dalam

Kabupaten Kediri agar tertib di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan

dan hasil hutan kayunya dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

dan ekosistem hutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAI{ LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEIIT KEDIRI ITOMOR 14O


